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PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas,
hak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan
kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menyusun
tata tertib;

bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia diperlukan sebagai upaya menyesuaikan
dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan
Indonesia khususnya pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 109/PUU-
XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 20P/HUM/2017 untuk menjamin
terlaksananya tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia secara teratur, berkelanjutan, dan profesional
demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan

kredibilitas lembaga;
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Mengingat

Menetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

tentang Tata Tertib;

Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5650);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



10.

11.
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Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya
disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah
pembantu presiden yang memimpin kementerian.
Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah
wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan
umum.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah KPU sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
Kegiatan Anggota di Daerah adalah kegiatan Anggota
dalam masa sidang/diluar masa sidang untuk
melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan/atau hak

Anggota.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

DPD

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut
Prolegnas adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Undang-Undang yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang.
Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap pada kedudukan semula yang
menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah Sistem
Pendukung DPD yang berkedudukan sebagai
kesekretariatan lembaga negara.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui

pemilihan umum.

DPD

Pasal 3

merupakan lembaga perwakilan daerah yang

berkedudukan sebagai lembaga negara.
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BAB III

FUNGSI, WEWENANG, TUGAS, DAN HAK DPD

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

DPD mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

legislasi;
pengawasan; dan

anggaran.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan

dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Pasal 5

DPD mempunyai wewenang dan tugas:

a.

mengajukan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah kepada DPR;

ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan hal sebagimana dimaksud dalam
huruf a;

menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi
masalah rancangan undang-undang yang berasal
dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama;



